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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan perhitungan Harga Jual Gas

Bumi Hilir yang terjangkau dengan tetap

memperhitungkan tingkat keekonomian yang wajar terkait

pembebanan biaya dari kegiatan penyaluran Gas Bumi

melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha

niaga Gas Bumi (dedicated hilir), perlu mengubah

ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual

Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak

dan Gas Bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi

melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi;



- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
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5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 316);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi

melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf e dalam Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017

tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1943) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 5

(1) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pembebanan

biaya yang ditimbulkan dari kegiatan:

a. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa txansmisi

dan/atau distribusi;

b. penyaluran Gas Bumi melalui pipa distribusi untuk

menunjang kegiatan usaha niaga Gas Bumi

(dedicated hilir);

c. pencairan Gas Bumi;

d. kompresi Gas Bumi;

e. regasifikasi;

f. penyimpanan Liquefied Natural Gas/ Compressed

Natural Gas; dan/atau

g. pengangkutan Liquefied Natural Gas/ Compressed

Natural Gas.

(2) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari

pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau

distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan oleh Badan Pengatur.

(3) Badan Pengatur mengatur lebih lanjut ketentuan

mengenai tata cara perhitungan biaya pengelolaan

infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a.

(4) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari

pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

dengan ketentuan:

a. IRR ditetapkan paling besar 11% (sebelas persen)

dalam mata uang dolar Amerika Serikat;

b. dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga

Minyak dan Gas Bumi melakukan pengembangan

infrastruktur pada wilayah yang pasar Gas Bumi dan

infrastruktumya belum berkembang (pioneering),

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan

Gas Bumi dapat mengusulkan IRR paling besar 12%

(dua belas persen) dalam mata uang dolar Amerika

Serikat;
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c. dalam hal terdapat kondisi tertentu, Menteri dapat

melakukan evaluasi dan menetapkan perubahan

besaran IRR sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b;

d. volume Gas Bumi yang digunakan dalam perhitungan

keekonomian awal sebesar alokasi Gas Bumi yang

dimiliki atau 60% (enam puluh person) dari kapasitas

desain pipa yang dibangun, mana yang lebih besar;

dan

e. umur keekonomian proyek dihitung selama minimal

30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan Harga Jual Gas

Bumi Hilir yang pertama.

(5) Metode perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mengikuti ketentuan dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari

pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai

dengan huruf g dilaporkan oleh Badan Usaha Pemegang

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal.

(7) Dalam hal biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditimbulkan dari

kegiatan usaha penyimpanan, kegiatan usaha

pengangkutan, dan kegiatan usaha pengolahan, Badan

Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan

Gas Bumi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Usaha

Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

melaporkan besaran biaya pengelolaan infrastruktur Gas

Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(8) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara akuntabel,

transparan, adil, dan wajar, dengan mempertimbangkan

keseimbangan kepentingan Badan Usaha dan konsumen.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Biro Hukum,
OAN Si,

4f.
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